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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Di dalam suatu lingkungan masyarakat, senantiasa mempunyai kedudukan 

yang makin penting meskipun bangsa Indonesia menuju kepada masyarakat yang 

berorientasi kerja. Demikian sama juga dengan suatu organisasi, masyrakat sangat 

menentukan sekali dalam suatu terciptanya keberhasilan atau tidaknya organisasi ke 

arah pencapaian tujuan. 

 Tingkat sumber daya manusia dalam hal ini sangat diperhatikan dan 

dipertimbangkan karena kualitas sumber daya manusia dapat memicu menghambat 

pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional jika sumber daya manusia 

tersebut mengalami suatu kemunduran atau kegagalan. Dalam hal ini, pegawai atau 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana pemerintahan dalam menjalankan 

suatu sistem pemerintahan yang telah dibuat dan juga ada pengaruh dari masyarakat 

sebagai partsipan sebagai pemikir dalam mengeluarkan saran dan ide bagi pegawai 

yang tujuannya sesuai dengan isi UUD 1945. 

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri yang bekerja dengan perjanjian 

kerja yang dibuat dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), 

diamana di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada terminologi 

yang terbagi menjadi dua pembagian Pegawai Pemerintahan yaitu Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Kinerja Pegawai merupakan capaian suatu hasil yang dilakukan dan 

dikerjakan oleh pegawai atau pekerja selama mereka diberi mandat dan tugas. 
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Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja 

atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja 

individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja 

organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya 

kinerja pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat 

kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok. Kinerja (performance) 

merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan 

produksi barang atau penyampaian jasa. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, 

potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan atau 

proses pengumpulan, analisis, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari 

pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga 

kerja dalam mengembangkan kulitas kerja, pembinaan selanjutnya 

Secara administratif Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 

kelurahan. Untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, Pemerintah Kota 

Palembang didukung oleh 11.342 orang PNS pada tahun 2020. Kota Palembang 

sendiri umumnya sebagai pusat pemerintahan provinsi Sumatera Selatan, pusat 

pendidikan, pusat pelayanan, kesehatan dan perdagangan barang dan jasa. 

Seiring perjalanan roda pemerintahan tidak terlepas dari kinerja aparat 

pemerintahannya. Suatu pemerintahan daerah yang baik berhubungan dengan sumber 

daya aparatur yang dimiliki. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari bagaimana 

kinerja pegawai atau aparatur pemerintahannya. Memasuki periode pembangunan 

Sumatera Selatan pada lima tahun (2019-2024), Sekretariat DPRD sebagai perangkat 

daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu pelaku pembangunan yang 
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diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan sesuai 

Visi dan Misi. Melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran suatu 

keberhasilan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah 

ditetapkan kedudukan Sekretariat DPRD yaitu merupakan unsur pelayanan terhadap 

DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Adapun 

tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 

dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan 

fungsinya adalah: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 

c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD. 

d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

daerah. 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan 

4 (empat) bagian yang semuanya memiliki subbagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian 

Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah 
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sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsur pendukung urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat 

Dewan yaitu pertama, berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi 

Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya yaitu, pertama membantu menyiapkan Raperda, kedua 

memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda, ketiga 

membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau 

Raperda. Kedua mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai 

sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan pihak 

Pemerintah Daerah. Ketiga berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi 

Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu, pertama memobilisasi pakar untuk 

memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan, kedua membantu memberi 

data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan 

pengawasan, ketiga membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang 

akan dilakukan pengawasan.  

Dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah 

satu unsur pendukung dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat Kota 

Palembang dan lain lain. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat 5 
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Komisi dalam mejalankan masing masing bidangnya sebagai sarana pendukung dan 

penyaring aspirasi masyarakat terutama di Bagian Humas dan Protokol DPRD 

Provinsi Sumatera Selatan. Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah 

perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan 

kepada DPRD. Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu, pertama subbagian 

Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan, kedua subbagian Protokol dan Hubungan 

Antar Lembaga, ketiga subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Humas dan Protokol dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas untuk mendukung 

fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat, pelayanan yang 

professional dan berkualitas sangat erat kaitannya dengan kinerja dari Bagian Humas 

Protokol itu sendiri. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Pasal 41 

ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan, 

dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan 

ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan 

Pengawasan. Salah satu dari Bagian Humas dan Protokol selalu menampung dan 

memfasilitasi aspirasi masyarakat kota Palembang.
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Tabel 1. Indikator Kepuasan Kondisi Kinerja 

 

 

 

N O 

 

 

Indikator 

Kondisi Kinerja pada 

awal periode RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Tahun 0 Tah

u n 

1 

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Indeks Reformasi 
Birokrasi 

- BB BB BB A A 

2 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Nilai) 

B B B B B A 

3 Persentase Inovasi yang 

terpilih masuk TOP 99 

10,71 12 14 16 18 20 

4 Nilai SAKIP (Skor) BB (78,71) A 

(81

- 

82) 

A (82-83) A (83-84) A (84-85) A (85-86) 

5 Level Maturitas SPIP 3,02 3,2 3,4 3,6 3,8 4 

6 Indeks Integritas Daerah - 60 65 70 72,5 75 

7 Persentase anggota 

Dewan yang meningkat 

kapasitasnya 

82% 85% 86% 87% 88% 89% 

Sumber: Renstra DPRD Pronvinsi Sumsel Tahun 2019-2023 
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Pada Tabel 1.2 Indikator Kepuasan Kondisi Kinerja Indeks Integritas 

Daerah Tahun 1 dan Tahun 2 masih dibawah angka 70 dan dalam hal ini 

indeks integritas daerah itu menjadi tantangan bagi instansi tersendiri agar 

tetap selalu mengoptimalkan integritas. Dalam upaya mengoptimalkan 

integritas aspek aspek tersebut meliputi manajemen perubahan, peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk 

mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih 

berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas 

dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat 

dan cepat.  

 Didalam bagian Humas dan Protokol masih sering terjadi 

keterlambatan dalam melaksanakan Apel Pagi di Lapangan, dari beberapa 

orang yang ada di dalam bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel hanya 3-

5 orang terkadang mengikuti Apel tersebut. 

Selanjutnya masalah yang sering terjadi adalah miskomunikasi. 

Miskomunikasi yang sering terjadi antar pegawai adalah ketika mengelola 

surat masuk dan surat keluar, sering terjadi miskomunikasi dalam 

pendistribusiannya sehingga menjadi kendala untuk kegiatan yang 

menyangkut surat tersebut. Lalu contoh miskomunikasi lainnya yang sering 

terjadi berhubungan dengan masyarakat adalah, ketika ada orang yang 

memasukkan surat peminjaman lapangan, pada saat itu pegawai pengelola 

surat masuk dan surat keluar di Subbagian Humas dan Protokol hanya 

memberi tahu untuk datang kembali 3 hari kemudian. Setelah 3 hari ketika 
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pemberi surat menanyakan perkembangannya, pegawai yang bertanggung 

jawab menanyakan nomor surat yang diberikan namun dikarenakan 

ketidaktahuan pemberi surat untuk menyimpan nomor surat tersebut. 

Bagian Humas dan Protokol DPRD Provinsi Sumatera Selatan melekat 

dengan tugas dan Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 

baik sebagi pengatur acara, publikasi dan dokumnetasi. Terkait hal tersebut, 

tugas bagian protokol untuk terus dipantau semua kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemimpin Bagian Humas dan Protokol oleh Kabag dan Kasubbag 

sehingga semua berita acara terliput oleh media. Namun ketika dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol 

masih memiliki kendala seperti masih adanya tumpang tindih beban pekerjaan 

yang diberikan pada pegawai sehingga membuat pegawai merasa dengan 

berat beban pekerjaan yang harus dipikul dan tidak merata pada semua 

pegawai. 

Dalam hal tersebut maka masih diperlukan kinerja pegawai Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang lebih optimal serta disiplin untuk 

mengoptimalisasi tugas yang telah diembannya. Kinerja suatu organisasi 

merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat 

pencapaian hasil akan jelas terlihat serta seberapa jauh tugas dan fungsinya 

dilaksanakan dengan maksimal. 

Analisis terhadap kinerja organisasi publik menjadi sangat penting, 

dengan melihat kinerja setelah ada perubahan terhadap suatu organisasi 

publik. Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada 
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masyarakat merupakan perwujudan dan fungsi aparat negara sebagai abdi 

atau pelayan masyarakat disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini 

masyarakatlah sebagai aktor utama dalam pembangunan, sedangkan 

pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta 

menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat 

tersebut. Dengan perubahan organisasi tersebut aparat dituntut lebih mampu 

memperbaiki kinerja dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perlu adanya analisis 

kinerja pegawai dalam proses meningkatkan kinerja instansi pemerintah itu 

sendiri. Berdasarkan pengamatan yang telah di lakukan oleh penulis dalam 

perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan 

judul “Analisis Kinerja Pegawai Humas Dan Protokol DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan”
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana kinerja pegawai Subbagian Humas dan Protokol dalam melayani 

masyarakat Kota Palembang  

2. Apa yang menjadi faktor penghambat kinerja pegawai Subbagian Humas dan 

Protokol? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Subbagian Humas dan Protokol dalam 

melayani aspirasi masyarakat 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami pegawai Subbagian 

Humas dan Protokol 

Adapun manfaat penelitian yaitu: 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Sebagai bahan masukan, penjelasan, dan gambaran mengenai 

pelaksanaan tahap kinerja pegawai oleh humas di DPRD Provinsi Sumatera 

Selatan serta dapat menjadi bahan penelitian bagi Mahasiswa selanjutnya 

yang ingin meneliti lebih mengenai kajian tentang Kinerja Pegawai Humas 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 
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1.4.2.   Manfaat Praktis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

serta memberikan solusi dalam menganalisis kinerja pegawai di Humas 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 
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